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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan perizinan senjata api standar
militer dan amunisinya sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010
tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia tertata sesuai dengan prosedur, dapat
dipertanggungjawabkan, dan menghindari
penyalahgunaan, diperlukan pengaturan mengenai
perizinan penggunaan senjata api standar militer dan
amunisinya di luar lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang
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Mengingat

Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian
Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
Mengubah “Ordonaantietijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor.17) dan Undang-
Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 78);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang
Diberikan Menurut Perundang-Undangan mengenai
Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1994);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan
Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada
Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2124);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5596);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak
Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 84);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010
tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 338);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 314);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 07
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR
MILITER DAN AMUNISINYA DI LUAR LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di
Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 338) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya
terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk
melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah
sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil
ledakan amunisi.

2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan
bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun
ledakan.

3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang
digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan
kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke
atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full
otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta
yang digunakan dan/atau yang telah menjadi

senjata organik Tentara Nasional Indonesia.



